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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi yang kian pesat telah menghadirkan suatu 

kebiasaan baru yang dapat mempermudah dalam urusan mencari jodoh 

dengan terciptanya suatu terobosan seperti aplikasi kencan online yang 

salah satunya adalah “Tinder”. Pada umumnya aplikasi ini merupakan 

dating apps yang diciptakan oleh Jonathan Badeen, Sean Rad, dan Justin 

Mateen agar mempermudah komunikasi antar pengguna, serta dapat 

mempertemukan seseorang teman bahkan sampai menemukan pasangan 

idaman melalui aplikasi Tinder.  

 Aplikasi Tinder sangat mudah digunakan hanya dengan swipe kanan 

untuk memilih pasangan yang diinginkan, dan swipe kiri untuk menolak. 

Orang – orang semakin beranjak dewasa mulai mengenal dating apps, 

seperti Tinder, Bumble, Coffee Meets Bagel (CMB), Tantan, OMI, dan lain 

sebagainya. Menurut penelitian dalam Jurnal Kriminologi tahun 2022, 

peringkat pertama yang menjadi dating apps terpopuler adalah Tinder yang 

mana penggunanya mencapai 8 juta terkhusus di United States.1 Aplikasi 

kencan online ini merupakan platform yang saat ini sedang populer di 

Indonesia. 

                                                             
1 Anggun Yuliastuti, et al, “Analisis Fenomena ‘Tinder Swindler’ Pada Aplikasi Online 

Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory”,  Deviance Jurnal Kriminologi (Desember 2022), 

hlm. 136. 
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 Berdasarkan penelitian Dr. Lurve asal Sydney, Australia dijelaskan 

bahwa aplikasi kencan online memudahkan penggunanya untuk berkenalan 

dan berhubungan dengan orang tanpa harus bertatap muka, hanya 

bermodalkan kuota internet saja serta hemat waktu.2 Aplikasi kencan 

menawarkan banyak kemudahan berkenalan dengan berbagai pengguna di 

belahan dunia. Berikut merupakan persentase pengguna aplikasi kencan 

yang cukup populer di Indonesia: 

Tabel 1.1 

Persentase Pengguna Aplikasi Kencan di Indonesia 

Indonesia Nama Aplikasi Nilai/Persen 

1 Tinder 57,6 

2 Tantan 33,9 

3 Bumble 26 

4 Coffee Meets Bagel 8,1 

5 Aplikasi Lainnya 16,8 

  Sumber: katadata.3 

Berdasarkan tabel di atas dilihat dari persentase tertinggi pengguna 

aplikasi kencan di Indonesia adalah Tinder yang mencapai 57,6% pengguna 

yang menjadi salah satu aplikasi yang sedang populer, disusul pada urutan 

kedua terdapat aplikasi Tantan dengan pengguna mencapai 33,9%, aplikasi 

Bumble dengan pengguna 26%, Coffee Meets Bagel 8,1%, dan aplikasi 

kencan lainnya yang mencapai 16,8% seperti OkCupid, Taaruf, OMI, dan 

                                                             
2 Rizka Alifia Zahra, et al, “Catfishing dan Implikasinya Terhadap Romance Scam oleh 

Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix ‘The Tindler Swindler’ Menurut Perspektif Undang – 

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang – 

Undang Hukum Pidana,” Padjajaran Law Review (Juli 2022), hlm. 2. 
3 Andrea Lidwina, “Tinder, Aplikasi Kencan Daring Paling Banyak Digunakan Di 

Indonesia” diakses Tinder, Aplikasi Kencan Daring Paling Banyak Digunakan di Indonesia 

(katadata.co.id) pada 1 Februari 2023. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/24/tinder-aplikasi-kencan-daring-paling-banyak-digunakan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/24/tinder-aplikasi-kencan-daring-paling-banyak-digunakan-di-indonesia
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sebagainya.  Tinder, Tantan, dan Bumble merupakan aplikasi kencan yang 

banyak dipakai pengguna apalagi di kota – kota besar untuk memudahkan 

para pengguna saling berkenalan tanpa harus bertemu. Mengenai Tinder 

sebagai aplikasi paling populer yang memberikan banyak features 

berdasarkan jenis – jenisnya, yakni sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Jenis Tinder 

Features Tinder Tinder+ Tinder 

Gold 

Tinder 

Platinum 

Match, Chat, Meet         

Unlimited Likes        

Unlimited Rewinds        

Passport To Any 

Location 

       

Hide Advertisements        

5 Super Likes a Week       

1 Free Boost a Month       

See Who Likes You       

New Top Picks Every 

Day 

      

Message Before 

Matching 

     

Prioritized Likes      

See The Likes You’ve 

Sent in The Last 7 Days 

     

  Sumber: Tinder. 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Tinder memberikan beberapa 

jenis features bagi penggunanya agar nyaman dan mudah memakainya. 

Jenis – jenis Tinder yang dimulai dari Tinder biasa gratis yang bisa diakses 

oleh semua orang tetapi hanya memberikan satu features hanya match, 

Chat, Meet. Sedangkan features lainnya masuk ke dalam jenis Tinder yang 
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berbayar, untuk mengakses beberapa features tersebut seperti Tinder Plus 

pengguna harus membeli dengan harga Rp75.000,00/bulan, Tinder Gold 

seharga Rp119.000,00/bulan, dan Tinder Platinum seharga 

Rp223.617,00/bulan. Berdasarkan aplikasi – aplikasi kencan inilah yang 

dapat meningkatkan kejahatan dunia maya yang baru dengan motif pelaku 

mengajak kencan online tetapi niat terselubung adanya aktivitas untuk 

melakukan pelecehan seksual ataupun penipuan yang banyak menyasar 

kepada berbagai individu yang rentan khususnya seperti remaja, perempuan 

dan lainnya. 

Diiringi kemajuan teknologi di Indonesia yang tentunya banyak 

memberikan pengaruh positif terhadap setiap aspek kehidupan yang 

memberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan berbagai layanannya 

yang tersedia misalnya e-learning, e-mail, e-commerce, Internet Banking 

dan dapat mengakses segala hal dengan mudah melalui internet. Namun, di 

sisi lainnya, dengan kemajuan iptek ini justru juga membawa dampak 

negatif, dengan menimbulkan Cyber Crime yang dinyatakan bahwa hal ini 

bagian sisi paling buruk pada masyarakat.4 Internasional Law memuat suatu 

peraturan yang berkaitan dengan kejahatan teknologi dan informasi dengan 

adanya hukum dunia maya dan hukum mayantara. Tindak pidana mayantara 

dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa ini sering diidentikan dengan 

kasus tindak pidana dalam Cyber Space, atau biasa diberi sebutan Cyber 

                                                             
4 Barda Nawawi Arief, Pornografi, Pornoaksi, dan Cybersex – Cyberporn, (Semarang: 

Pustaka Magister, 2011), hlm. 41. 
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Crime.5 Cyber Crime dalam arti sempit berarti tindakan pelanggaran atau 

suatu kejahatan yang terjadi dalam jaringan komputer, adapun Cyber Crime 

secara arti luas meliputi berbagai tindakan kejahatan yang terjadi dalam 

suatu sistem ataupun jaringan komputer yang juga meliputi berbagai 

pelanggaran pemakaian sarana komputer.  

Komputer ini diartikan sebagai mesin yang sangat fleksibel yang 

mana digunakan menyesuaikan tempat penyimpanannya, yang terdiri dari 

berbagai program dan data, yang bisa menjalankan fungsinya secara tidak 

terbatasi oleh berbagai bidang baik itu perhitungan, penemuan dan 

penyimpanan data, logika, pengendalian dan komunikasi.6  

Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwasanya pemberian hukuman 

pidana penjara yang mendominasi adanya kaitan dengan KUHP Indonesia, 

yang dulu hingga sekarang.7 Cyber Crime juga sudah berfokus pada 

tindakan asusila seperti pornografi yang di zaman sekarang sangat mudah 

diakses oleh siapa saja. Pornografi sendiri didefinisikan sebagai grafis yang 

menunjukkan tindakan seksual secara jelas oleh para pelaku yang 

memerankannya, pemeran dari pornografi ini bisa saja sebagai korban yang 

menunjukkan aktivitas seksualnya melalui gambar, video, ataupun kata – 

kata yang di mana korban dipaksa atau disuruh untuk melakukan hal 

tersebut oleh pelaku.  

                                                             
5 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime Di 

Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 102-105. 
6 Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 

2009), hlm. 25. 
7 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 

Pidana Penjara, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994), hlm. 201-202. 
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Upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan dan 

mengakses ruang cyber ini melalui Undang – Undang ITE. Dikutip dari 

Isma Nurillah dalam buku Cyber Crime Paling Populer Pada Era Digital 

bahwa pengguna aplikasi kencan online kian meningkat menjadi 323,9 juta 

masyarakat dunia, serta di tahun 2017 menunjukkan Indonesia sebagai 

peringkat 10 negara terbesar pengguna aplikasi Online Dating.8  

Peningkatan pengguna aplikasi kencan online ini juga meningkatkan 

potensi kejahatan dengan menyalahgunakan aplikasi tersebut seperti 

menggunakan data dan profil orang lain yang kemudian melakukan tipu 

daya muslihat untuk memeras korban. Awalnya korban tidak sadar bahwa 

telah ditipu.9 Pelaku menuntaskan keuntungannya agar korban percaya dan 

mau memberikan foto atau video asusila miliknya, setelah pelaku 

mendapatkan foto dan video korban maka pelaku bisa saja dengan mudah 

memanfaatkan korban dengan mengancam akan menjual atau 

mendistribusikan hal tersebut ke media internet yang dapat memuat konten 

pornografi yang dapat diakses dengan mudah, tanpa mengenal batasan umur 

ataupun bisa dibilang bahwa pengaksesan pornografi di Indonesia tergolong 

mudah untuk dapat ditemukan diberbagai platform sosial media.  

Korban yang terkena penipuan pelaku dari aplikasi kencan online ini 

akan serta merta memberikan pelaku uang agar si pelaku tidak menyebarkan 

video atau gambar yang berisi pornografi miliknya, hal inilah yang 

                                                             
8 Isma Nurillah, “Kejahatan Catfishing”, dalam Cyber Crime Paling Populer Pada Era 

Digital, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 89. 
9 Ibid, hlm. 90. 
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dimanfaatkan oleh pelaku yang masuk pada kategori cyberporn. Melalui 

kejahatan cyberporn maka pemerintah di tahun melaksanakan Amandemen 

terhadap Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian diubah 

menjadi Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berisi terkait 

informasi dan transaksi secara elektronik yang kemudian lebih sering 

disebut dengan Undang – Undang ITE. Selain itu juga telah ditegaskan 

perihal Undang – Undang yang terkait dengan pornografi diantaranya 

merupakan Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 yang mengatur 

mengenai delik – delik pornografi.  

Kondisi lainnya yang memudahkan pelaku melakukan kejahatan 

yakni, ketersediaan foto dan video yang bebas akses sehingga pelaku dapat 

melakukan pencurian dan duplikasi data atas profil di aplikasi kencan.10 

Korban ada yang memilih untuk tidak melaporkan atas praktik kejahatan 

yang dilakukan pelaku, alasannya beragam salah satunya karena malu dan 

ini terjadi karena kelalaian korban sendiri, ditambah pada perlindungan dan 

keberpihakan terhadap korban masih sangat kurang, maka tidak heran 

pelaku dari aplikasi kencan terus mengalami peningkatan dan kurangnya 

efek jera dalam penindakan pelaku. 

Pada penelitian ini diambil 3 (tiga) kasus yang berkaitan dengan 

pelaku cyberporn dari aplikasi kencan online yakni Putusan Nomor 

524/Pid.Sus/2021/PN Bta, Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim, 

dan Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN Bdg. Pada putusan pertama yaitu 

                                                             
10 Ibid, hlm. 94. 
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pada Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta, menyatakan bahwasannya 

terdakwa yang bernama Ahmad Prayoga (21) dan saksi korban yang 

bernama Suci berkenalan melalui aplikasi Tinder, kemudian terdakwa 

mengajak saksi korban melakukan Video Call Sex (VCS). Setelah 

melakukan VCS terdakwa menakut – nakuti saksi korban dengan 

mengancam untuk memviralkan gambar telanjang saksi korban ke media 

sosial Facebook, Instagram, Twitter dengan ancaman dan meminta uang 

tebusan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada 

persidangan tersebut, terdakwa yang atas perbuatannya itu diadili dengan 

menerapkan Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 Pada Undang – Undang 

Nomor 19 tahun 2016 atau Undang – Undang ITE.11 

Kasus yang kedua merupakan Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN 

Bdg, menyatakan bahwasannya terdakwa yang bernama Asep (29) dan saksi 

korban yang bernama Lisa berkenalan melalui aplikasi Tinder yang juga 

terdakwa mengajak saksi korban melakukan Video Call Sex (VCS). 

Terdakwa mengancam akan menyebarkan hasil rekaman vcs tersebut ke 

berbagai situs di media sosial yang hal merupakan ancaman bagi korban 

karena tidak mengirimkan sejumlah uang tebusan kepada terdakwa, 

kemudian terdakwa memberikan hasil screenshoot saksi korban kepada 

teman korban melalui Direct Message pada aplikasi Instagram. Korban dari 

tindakan terdakwa ini cukup banyak dan terdakwa selalu menggunakan 

alasan serta motif yang sama untuk mengancam dan memeras korban agar 

                                                             
11 Pengadilan Negeri Baturaja, Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN.Bta, hlm. 27. 
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dikirimkan uang tebusan kepada terdakwa. Permasalahan tersebut juga 

memperhatikan pada Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) dalam 

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 terhadap penjatuhan tindak pidana 

atas perbuatan pelaku.12 

Kasus yang ketiga merupakan Putusan Nomor 

1370/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim. Bermula terdakwa yang bernama Hassan 

(37) berkenalan dengan saksi korban yang bernama Elizabeth melalui 

aplikasi Tinder, kemudian terdakwa meminta saksi korban mengirim video 

yang berisi konten asusila dengan durasi 16 detik untuk dikirim ke alamat 

email terdakwa dan saksi korban memberikan video tersebut kepada 

terdakwa yang kemudian membuat terdakwa mengancam akan 

menyebarkan video tersebut jika tidak dikirim uang tebusan kepada 

terdakwa. Hal ini dilakukan terdakwa karena faktor ekonomi butuh uang. 

Pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa tetap memperhatikan pada Pasal 

45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 

2016 atau dikenal dengan Undang – Undang ITE.13 

Berdasarkan 3 (tiga) putusan yang telah terurai di atas bahwa pelaku 

kejahatan juga terdapat pada aplikasi kencan online dan kejahatan tersebut 

marak terjadi. Di tahun 2021 sampai 2022 yang di mana sedang maraknya 

COVID-19 menyebabkan terbatasnya aktivitas di luar ruangan, maka 

pengguna aplikasi kencan ini kian meningkat karena dapat mengisi waktu 

                                                             
12 Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, hlm. 43. 
13 Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, hlm. 

38-39. 
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luang dikala sedang bosan. Maka berdasarkan maraknya penyalahgunaan 

aplikasi, penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai pengaturan 

hukum pada larangan penyebaran konten asusila dan pembuktian terhadap 

kasus perkara yang berhubungan dengan Cyber Crime dengan judul 

“Pembuktian Cyber Crime Pada Modus Kencan Online Dalam 

Persebaran Aktivitas Seksual Di Dunia Maya” dan diharapkan agar 

tulisan ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi dalam 

menanggulangi tindak pidana pornografi di Indonesia.  

 

B. Rumusan Masalah 

Didasarkan atas pemaparan pada latar belakang, maka dengan demikian 

didapati rumusan, yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan hukum positif mengenai larangan 

penyebaran konten asusila demi menghindari terjadinya cyberporn? 

2. Bagaimana pembuktian dalam perkara Undang – Undang ITE Pasal 

45 perihal penyebaran konten asusila melalui media digital? 

 

C. Tujuan penelitian 

Menyesuaikan rumusan di atas, dengan demikian capaian yang hendak 

dituju, yaitu:  

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum positif 

mengenai larangan penyebaran konten asusila demi menghindari 

terjadinya cyberporn. 
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembuktian dalam perkara 

Undang – Undang ITE Pasal 45 perihal penyebaran konten asusila 

melalui media digital. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Didasarkan atas pemaparan di atas, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kemanfaatan akan adanya hasil penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap mampu berkontribusi atas memperkaya referensi 

dan literatur pada dunia kepustakaan dan informasi mengenai 

pengaturan hukum positif mengenai larangan penyebaran konten 

asusila demi menghindari terjadinya cyberporn dan pembuktian 

dalam perkara Undang – Undang ITE Pasal 45 perihal penyebaran 

konten asusila melalui media digital. 

2. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap mampu memberikan pandangan hukum dan 

pemikiran terhadap masyarakat umum mengenai maraknya 

kejahatan pornografi yang berasal dari aplikasi kencan online yang 

terjadi di Indonesia, dan menjadi acuan bagi mahasiswa hukum 

lainnya untuk meneliti lebih lanjut. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini ruang lingkup sangat diperlukan untuk 

memberikan penjelasan supaya tidak menimbulkan multitafsir, maka 

peneliti berfokus pada pengaturan hukum positif mengenai larangan 

penyebaran konten asusila demi menghindari terjadinya cyberporn dan 

pembuktian perkara Undang–Undang ITE Pasal 45 perihal penyebaran 

konten asusila melalui media digital. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Terbentuknya suatu teori perlindungan hukum pada nyatanya 

berasal dari sumber hukum alam serta alirannya. Dijelaskan 

bahwasannya aliran hukum alam itu berasal atas kehendak Tuhan 

yang universal dan kekal, sehingga diantara hukum dan moral tidak 

mungkin terpisahkan karena para penganutnya mempunyai 

berpendapat bahwa hukum dan moral adalah satu kesatuan dari 

suatu cerminan akan aturan yang berlaku akan kehidupan di 

masyarakat yang terwujud melalui adanya hukum dan moral.14 Teori 

perlindungan yang berasal dari hukum alam ini dikatakan bahwa 

negara memiliki kewajiban untuk hadir di tengah masyarakat, teori 

ini hadir dengan kondisi yang sudah ideal yang berarti masyarakat 

sudah mengakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM) agar adanya 

                                                             
14 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53. 
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keseimbangan dan pengayoman terhadap HAM agar tetap stabil. 

Satjipto Raharjo berpendapat mengenai perlindungan hukum yang 

merupakan salah satu sarana memberikan keamanan dan upaya 

mengayomi akan hak asasi manusia yang mana telah mendapat 

kerugian dari orang lain yang merupakan pelaku, serta adanya 

perlindungan hukum tersebut diberikan terhadap seluruh masyarakat 

supaya dapat merasakan setiap haknya yang telah dijadikan suatu 

landasan hukum.  

Perlindungan hukum tersebut dijadikan sebagai suatu upaya 

untuk memenuhi hak dan memberikan pertolongan kepada saksi 

dan/atau korban agar dapat merasa aman selama proses penegakan 

hukum berlangsung maupun telah selesai persidangan. Perlindungan 

hukum dapat diberikan berupa bantuan hukum, kompensasi, ganti 

rugi, pelayanan medis, pemberian restitusi, dan sebagai pendekatan 

pada restorative justice. Perlindungan hukum berdasarkan teori 

Hadjon terdapat 2 jenis yakni: 

a) Perlindungan Hukum Preventif 

Adanya sarana perlindungan preventif ini telah diberlakukan 

oleh pemerintah sebagai bentuk usaha dalam pencegahan yang 

dilakukan sebelum munculnya suatu pelanggaran, yang di mana 

subjek hukum mendapatkan kesempatan untuk memberikan 

pengajuan akan pendapat ataupun keberatannya terhadap 

putusan pemerintah yang dikeluarkan.   
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b) Perlindungan Hukum Represif 

Adanya sarana perlindungan ini digunakan dalam penyelesaian 

terkait persengketaan. Prinsip represif terhadap tindakan 

pemerintah bertumpu pada konsep yang berkaitan dengan 

tujuannya dalam memberikan pengakuan, keamanan, dan 

pengakuan akan hak asasi manusia yang kemudian melahirkan 

konsep tersebut pula. Prinsip selanjutnya terkait perlindungan 

ini yaitu didasarkan pada perlindungan hukum atas tindak 

pemerintah yang menjadi prinsip negara berlandaskan hukum.15 

Hal demikian ini berkaitan dengan adanya perlindungan dan 

pengakuan akan hak asasi manusia. Seperti timbulnya 

penyebaran teror di mana seseorang yang dengan sengaja 

melakukan aksi kejahatan maupun ancaman kekerasan yang 

dapat menyebabkan suatu kondisi teror atau rasa ketakutan dari 

orang – orang secara luas, maupun berbagai aksi yang berusaha 

dalam merampas suatu kebebasan, kemerdekaan maupun 

merenggut nyawa dan harta dari orang lain, atau hal tersebut 

juga dapat berakibat pada timbulnya berbagai kehancuran dan 

kerusakan dari objek vital di sekitarnya atau di suatu lingkungan 

maupun fasilitas yang ada, serta disertai penganiayaan, 

pemaksaan, yang dapat menghilangkan nyawa. 

                                                             
15 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987), hlm. 30. 
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Perlindungan hukum terhadap korban diberikan karena maraknya 

kasus kejahatan yang timbul, seperti halnya dengan kasus pelecehan 

seksual, cyberporn, catfishing, ataupun penipuan dengan ancaman 

melalui internet yang merupakan permasalahan yang perlu segera 

ditangani didasarkan pada undang-undang yang digunakan. Agar 

rasa trauma atau fobia yang didapatkan oleh korban dalam peristiwa 

itu mampu diatasi atau diminimalisir dengan memberikan kepastian 

hukum bagi korban, terhadap pelaku pun harus ditindak secara tegas 

sesuai regulasi yang ada dengan tujuan memberikan efek jera.16  

 

2. Teori Kepentingan 

Menurut Roscoe Pound teori kepentingan masih berhubungan 

dengan teori perlindungan hukum, bahwa hukum merupakan 

kepentingan – kepentingan tertentu (Certain Interests) yang harus 

dilindungi, namun tidak bisa setiap hal diperlukan suatu 

perlindungan hukum. Beberapa kepentingan lainnya seperti agama, 

sosial, moral, ataupun estetika dapat dilindungi dengan seimbang 

pada sehubungan dengan fungsi hukum yang utamanya berguna 

sebagai pelindung akan kepentingan umum, sosial, maupun 

pribadi.17 Misal pada kemerdekaan pribadi yang menjadi suatu 

kepentingan individu serta negara menjadi kepentingan publik yang 

                                                             
16 Ahmad Jamaludin, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual”, Jurnal CIC 

Lembaga Riset dan Konsultan Sosial (September 2021), hlm. 3. 
17 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Manda Maju, 

2003), hlm. 123. 
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dapat dikemas dalam bentuk tertentu, jika terdapat pergesekan 

kepentingan maka perlu ditempatkan dalam suatu aspek yang sama 

yakni pada kepentingan masyarakat.  

Kebebasan pribadi merupakan kebebasan individu yang juga 

kepentingan sosial. Hal ini merupakan wujud kepentingan publik 

dan masyarakat yang berdampingan. Perlindungan yang setara serta 

harmonis menjadi suatu hakikat dari keadilan. Pound membuat tiga 

kategori kepentingan, yakni sebagai berikut: 

a. Kepentingan Individual (Individual Interest) 

Menurut Pound bahwa kepentingan individual berkaitan dengan 

private law yaitu tekanan, keinginan, kehendak, tujuan, serta 

harapan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, yang mana 

diklasifikasikan menjadi 3 yakni, kepentingan pribadi 

(Personality Interest) mencakup penghormatan, kebebasan, 

keamanan, berpendapat, reputasi, perlindungan privasi, 

berkeyakinan dan lainnya. Kedua, hubungan domestik 

(Domestik Relations) yang berkaitan dengan pernikahan. 

Ketiga, kepentingan substansi (Interests of Subtance) mencakup 

kepemilikan atas properti, kebebasan terkait perserikatan, dan 

kelangsungan pekerjaan.18 

 

                                                             
18 Marret Leiboff and Mark Thomas, Legal Theories in Principle, (Sydney: Lawbook Co, 

2004), hlm. 214. 
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b. Kepentingan Publik (Public Interest) 

Menurut Pound kepentingan ini berkaitan dengan adanya 

hukum publik pada suatu harapan, desakan, permohonan, dan 

keinginan yang berkaitan akan kehidupan politik yang masih 

memiliki relasi dengan kepentingan negara. 

c. Kepentingan Sosial (Social Interest) 

Pada kepentingan ini menurut Pound mengatakan kepentingan 

sosial diartikan sebagai tuntutan, permintaan, kehendak, dan 

aspirasi masyarakat yang beradab dalam kehidupan sosial 

mereka. Wujud pada kepentingan sosial ini antara lain jaminan 

keselamatan, jaminan kesehatan, keamanan, dan ketertiban.19 

 

3. Teori Pembuktian 

Pembuktian dalam peradilan pidana merupakan suatu tahapan 

paling kritis yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya dipidana 

terdakwa. John Griffith (1970) dalam The Family Model 

pembuktian pidana merupakan adu bukti dan strategi untuk 

memenangkan persidangan. Berkaitan dengan teori pembuktian, 

bahwa terdapat beberapa barang bukti yang sebagaimana tercatat 

pada peraturan perundang – undangan yaitu pada Pasal 184 ayat 1 

KUHAP, sebagai suatu pembuktian secara sah berkaitan dengan 

keterangan dari saksi dan para ahli, petunjuk suatu perkara, 

                                                             
19 Ibid, hlm. 214. 
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persuratan serta keterangan dari pelaku .20 Menurut Andi Hamzah 

bahwa teori ini dibagi menjadi beberapa pembuktian, yakni :21 

a. Teori Pembuktian Didasarkan Undang – Undang Positif 

(Positive Wettelijk Bewijstheorie) 

Pada teori ini dijelaskan bahwa pembuktian yang benar 

hanyalah pembuktian berdasarkan pada Undang – Undang yang 

berarti bahwa hakim hanya memberikan kewenangan menilai 

suatu pembuktian hanya dengan dasar Undang – Undang saja, 

di luar dari Undang – Undang maka tidak diperbolehkan. 

Menurut Simons, adanya Undang – Undang ini sangat mengikat 

hakim untuk menghilangkan setiap argumentasi atau 

pertimbangan subjektifnya sebab harus didasarkan sesuai pada 

aturan pembuktian yang ketat; 

b. Teori Pembuktian Didasarkan Keyakinan Hakim Saja 

(Conviction Intime) 

Menurut teori ini mengenai penentuan salah atau tidaknya 

terdakwa yang sebagaimana didasarkan dengan keyakinan 

hakim. Hakim menggunakan alat bukti yang ada dan 

kesimpulan – kesimpulan dari beberapa keterangan saksi dan 

keterangan terdakwa untuk memperoleh keyakinan atas 

kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Seorang hakim tidak 

                                                             
20 Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 8 

Tahun 1981, LN NO.76 Tahun 1981, TLN No. 3209. 
21 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 256-257. 
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bisa terikat terhadap berbagai alat bukti, dengan demikian 

hakim bisa menggunakan alat bukti tersebut dalam 

mendapatkan keyakinan atas kesalahan yang sudah dilakukan 

oleh terdakwa; 

c. Teori Pembuktian Didasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis 

(Conviction Raisonnee) 

Pada konsep ini berkaitan dengan keyakinan dari seorang hakim 

yang didasarkan dengan alasan yang jelas. Bahwa hakim wajib 

menjelaskan dan juga menguraikan alasan yang jelas mengenai 

putusannya tersebut, serta secara jelas apa yang mendasari 

terdakwa dinyatakan bersalah; 

d. Teori Pembuktian Didasarkan Undang – Undang Negatif 

(Negative Wettelijk Bewijs Theorie) 

Teori ini merupakan teori campuran antara teori pembuktian 

didasarkan atas keyakinan hakim secara logis dengan teori 

pembuktian yang didasarkan pada Undang – Undang secara 

positif. Teori ini didasarkan atas ada tidaknya rasa bersalah dari 

seorang pelaku atas dasar akan keyakinan hukum. Ketentuan 

alat bukti yang sah diterangkan dalam Undang – Undang Nomor 

8 Tahun 1981 Pasal 184 ayat 1. 
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G. Metode Penelitian 

Metode didasarkan atas kata method dan logos yang keduanya memiliki 

arti secara keseluruhan melakukan sesuatu secara teratur (sistematis). 

Adapun terkait pelaksanaan penelitian ini yakni: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, yakni suatu 

analisis dengan menggunakan bahan kepustakaan. Pengumpulan 

data tersebut, peneliti tidak perlu ke lapangan, sebab penelitian ini 

telah banyak menggunakan berbagai rujukan dari data sekunder 

yang cukup untuk mendukung validnya penelitian. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Terdapat beberapa pendekatan pada penelitian hukum 

sebagaimana yang dipaparkan oleh Peter Mahmud Marzuki, antara 

lain adanya pendekatan kasus, undang-undang, komparatif, dan 

konseptual.22 Maka pendekatan yang digunakan yakni: 

a. Pendekatan Perundang – Undangan (Statue Approach) 

Pada hal ini dilaksanakan melalui cara mengamati 

atau mempelajari dari konstitusi atau Undang – Undang dan 

regulasi serta peraturan hukum tertulis yang dikaitkan 

                                                             
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93. 
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mengenai permasalahan atau problematika hukum yang 

hendak dikaji.23 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual yang dipakai pada penelitian 

ini dilandaskan dengan pandangan yang mana telah 

memberikan perkembangan akan ilmu hukum, konsep 

tersebut merupakan sumber bagi penelitian dalam membuat 

pendapat hukum sebagai bentuk penyelesaian masalah 

hukum. 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai 

data kepustakaan. Maka penyelesaian isu hukum ini membutuhkan 

sumber penelitian bahan hukum yang dapat diperoleh melalui bahan 

pustaka yang berupa studi kepustakaan, berbagai karya tulis ilmiah, 

pelaporan, dan berbagai literatur mengenai topik yang dikaji. Antara 

lain sebagai berikut:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang dipakai terdiri dari: 

a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;24 

                                                             
23 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Cet 2, (Bandung: Mandar Maju, 

2016), hlm. 87. 
24 Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 

1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN NO.1660. 
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b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang – Undang Hukum Acara Pidana;25 

c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2008 tentang Pornografi;26 

d) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;27 

e) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;28 

f) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;29 

g) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;30 

h) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 

1370/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim; 

i) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 

856/Pid.Sus/2019/PN Bdg; 

                                                             
25 Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 8 

Tahun 1981, LN NO.76 Tahun 1981, TLN No.3209. 
26 Indonesia, Undang – Undang Pornografi, UU No. 44 Tahun 2008, LN NO. 181 Tahun 

2008, TLN No. 4928. 
27 Indonesia, Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 

157 Tahun 2009, TLN No. 5076. 
28 Indonesia, Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 

2016, LN NO. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952. 

 29 Indonesia, Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 27 Tahun 2022, LN 

NO. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820. 
30 Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 

Tahun 2023, TLN No. 6842. 
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j) Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 

524/Pid.Sus/2021/PN Bta. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Pada penelitian ini hukum sekundernya disajikan sebagai 

pemberian keterangan terkait bahan hukum yang digunakan 

dari berbagai pemikiran terkait hukum yang didapatkan yang 

berasal dari buku – buku, karya ilmiah, dan bahan hukum 

lainnya terkait topik yang dikaji. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Pada penelitian ini, hukum tersier yakni hukum yang mana 

tujuannya memberikan berbagai pemaparan dan petunjuk 

atas bahan hukum, seperti diperoleh dari kamus hukum, 

ataupun lainnya. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan data dari didasarkan berbagai bahan hukum 

yang digunakan sebagai dasar pembahasan yang merupakan studi 

kepustakaan yang berupa penjabaran atau batasan terkait teori yang 

digunakan sebagai dasar pada penelitian yang akan dilaksanakan, 

sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memaparkan tujuan 

yang hendak dicapai.31  

                                                             
31 Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal), (Jakarta: Bumi Aksara, 

2003), hlm. 15. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Proses analisis terkait bahan hukum ini digunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif  yang mendeskripsikan isi dalam 

suatu peraturan yang berfokus pada norma hukum dalam perundang 

– undangan yang berkaitan pada topik yang dikaji. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Pada penelitian ini menggunakan teknik deduktif, yakni 

dengan proses pemikiran yang memaparkan atas suatu hal dengan 

menerangkan hal-hal umumnya terlebih dahulu, yang selanjutnya 

dapat diperoleh hal secara khusus dari data yang sedang 

dipaparkan.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 67. 
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